DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN
NOMOR 195/PMK.03/2007  TENTANG
2 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
MENTERI KEUANGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-T untuk WP

I
DIRCKTORAT JENDERAL PAJAK 2. Lembar ke-2 untuk KP'PIN
3

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

Lembar ke-3 untuk
KPP/KPP Pratama/KPPBB

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : ..o N
TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan penelitian sehubungan
ENPAN. s
...................... 2) atas nama S PR )
NPWP....ccccovvnininns 4), Wajib Pajak bersangkutan berhak

menerima  imbalan bunga sesuai Pasal......5) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur ]endcral Pajak
tentang Pemberian Imbalan Bunga;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Pcraturan Menteri Keuangan Nomor195/PMK,.03/20Q7 tentang
Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN
IMBAL.AN BUNGA.

Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama Wajib Pajak ..o, 6)
Alamat e e tne

.......................................................................... 7
NPWP e s 8)
Sejumlah Rp......ccoccvvvninniiiennnnnn, 9)

Terbilang ... 10)



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA , .
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

diberikan berkenaan dengan .................. 11) tahun pajak........... 12) sesuat
Pasal.......13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak scbesar

Dengan perincian sebagai berikut: 15)

Jenis Ketetapan | Jenis Pajak | Nomor Jumlah  Utang

Pajak

Ketetapan Pajak

Pajak

.........................

Imbalan  bunga

yang dibayarkan kepada Wajib Pajak

.................................

sebesar

Utang Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesar

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak yang bersangkutan;

............................. ’

3. Arsip KPP/KPP Pratama/KPPBB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NOMOR URAIAN ISIAN

Diisi dengan nomor SKP'IB

2 Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau
Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang KUP

3 Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan

4 Diisi NPWP dari Wajib Pajak yang bersangkutan

5 Diisi Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan alau Pasal 27A
ayat (2)

6 Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan

7 Diisi alamat Wajib Pajak yang bersangkutan

8 Diisi NPWP yang bersangkutan

9 ' Diisi besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan (2% x Masa Bunga x Dasar Penghitungan)

10 Diisi dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan

11 Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau
Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang KUP )

12 Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan angka 11

13 Diisi dengan Pasal mendasari alasan pada angka 11

14 Diisi dengan jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan

15 Diisi dengan Jenis Kelepan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang pajak yang
diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga

‘16 Diisi dengan jumiah imbalan bunga yang dibayarkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

17 Diisi dengan jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan

18 Diisi dengan tempat kedudukan KPP yang menerbitkan SKPIB

19 Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB

20 Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan SKPIB

21 Diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan cap Kepala KPP yang menerbitkan SKPIB

22

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala KPP yang menandatangani SKP1B

Salinan scsuat dengan aslinya, MENTERI KEUANGAN.,
Kepala Biro Umum

ub. : ot
Kepala Bagian T.U. Departeinen ' SRIMULYAN! INDRAWAT]I

Antonius Suharto
NIP 060041107



LAMPIRAN I
PERATURAN  MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG
PATA CARA PENGIHITUNGAN DAN
PEMBEIRIAN IMB/‘\I.AN BUNGA

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONLESIA Lembar ke-1 untuk WP
Lembar ke-2 untuk KPPN
Lembar ke-2 untuk
KPP/KPP ratama /NPPBR

|
2>
ki

SURAT PERINTAH MEMBAYAR INBALAN BUNGA

(SPMIB)
Nomor @ 1) Tahun Anggaran : .........3)
Tanggal 1 2)
Fungsi, Sub fungsi, Program Dbl bbb bbb g 4)
Bagian Anggaran, Eselon, Satker | 1 [ N IR N NN
........................................ 5)
................................................................................ 6)
Kode Lokasi Lo 7)
Nomor SKPIB 8)
Tanggal SKPIB 9)
MEMERINTAMHKAN KEPADA
Pemegang Rekening Kas Negara A KPPN Ll bl 10)
Untuk membayar imbalan Bunga kepada
Nama Wajib Pajak e 11)
Alamat Wajib Pajak 1 12)
NPWP (N I (N A O
................ 13) ’
URAIAN I MAK o JUMLAH
1. Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran: 14
a. Pasal 11 ayat (3) UU KUP
b. Pasal 17B ayat (3) UU KUP T
¢. Pasal 27A ayat (1) UU KUP
d. Pasal 27A ayat (2) UU KUP T
e. Jumlah(a+b+c+d) |
2. Ulang pajak yang harus dibayar MAP 16)
a. NOmOr......ccoovevirrireenann. KJSuiiioiinann. ] | ]
b. NOmMOT.....oooovvcvivieran. KIS, ) ]
¢ NOMOL..iieriiirenn, KIS | |
d. Nomor..iice, KISi i, LT !
e. NOmMOT...coveviiiircrcrinns KIS, I
f. NOMOr.iiivciiennn, KIS,
g NOmMOr....cccocviiiiiis KIS,
h. Nomor........cccvnerninns KIS i,
3. Jumlah utang pajak (at+b+c+d+e+f+g+h) B
4. Jumlah imbalan bunga yanp dibayarkan I 8
TerBIANE & oovci s
OO OO P OSSP POU PO U PR POPUP TP e 19)
Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D 714 OO
Tanggal .......... 030 116 SO " a.n Menteri Keuangan
dan para( Kepala Sehsi Kepala Kantor Pelavanan Pajak..........cco..... |
Perbendaharaan  KPPN  vang ‘
bersangkutan.............. 22)
NIP:




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

NOMOR URAIAN ISIAN

1 Diisi Nomor SPMIl yang diterbitkan
2 Diisi tanggal penetapan SPMID
3 Diisi Tahun Anggaran SPMIB diterbitkan

4 Unsi kode fungsi dua digit, sub fungsi dua digit dan program empat digit sesuai dengan fungsi, sub fungsi
dan program kantor yang bersangkutan

5 Diisi kode Bagian Anggatan dua digit, hode Eselon [ dua digit dan kode Kantor Penerbit SPMIB (6 digit)

6 Diist uraian kode hantor yang bersangkaten

:} ............ i;l_i;ilkodc lokas1 SPMIB bersangkutan bersd-l;gkumn -------------

8 Diisi nomor SKPIB yang, ditctapkan S

9 Diisi tanggal SKI'IB yang ditetapkan

10 Diisi dengan kode KPPN diikuli uraian KPPN Pembayar (misalnya: KPPN 1 (018} Kantor Pcla.yanan

Perbendaharaan Negara Jakarta 1)

1 Diisi Nama Wajib Pajak Penerima SPMIB yang bersangkulan

12 Diisi Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan

13 Diisi Nomor NPWP Wajib Pajak Penerima SPMIB

14 Diisi kode MAK SPMIB yang dikeluarkan

15 Diisi jumlah uang yang akan diterima _
16 Ditsi kode MAP yang akan dijadikan sehagai dasar pembayaran pajo terutang Wajib Pajak
17 Diisi jumlah uang yang menjadi utang pajak Wajib Pajak ’
18 Diisi angka jumlah uang imbalan bunga Wajib Pajak T
19 Diisi dengan huruf jumiah uang imbalan bunga Wajb Pajak

20. Diisi tempal dan tangpal SPMIB diterbithan

21 Diisi dengan nama kantor dan kepala kantor penanda tangan SPMIB

22, Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D
Tanggal .......... Nomor : ..., ",

dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan

Sublinan sesuan dengan ashinvg, MENTERIKEFUANGAN
. [ B S ) t B Y IR
IKepata Biro Umum

ub.
St
"
1y, 0
Z

’ (td
an T U Departerne .
i U Departemer SRIMULYANT INDRAWAT]




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

e. Wajib Pajak badan yang lidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi
belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

h. Wajib Pajak lain.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf h
adalah Wajib Pajak yang tidak dapal menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karcna
keadaan antara lain:

a. kerusuhan massal;
b. kcbakaran;
ledakan bom atau aksi terorisme;

. perang antarsuku; atau

. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau

perpajakan.

o oo

(2) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2007
Salinan sesuat dengan aslinva. MENTERIKEUANGAN,
Kepala Biro Umum ud

u.b.
agian T.UL Departemen

SRIMULYANIINDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 196/PMK.03/2007

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING
DANSATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASHLAN WAJIB PAJAK BADAN

Menimbang,

Mengingal

Menctapkan

MENTERI KEUANGAN,

L

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah beberapa kali diubaly terakhur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007, untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan  menggunakan

bahasa asing dan satuan mata uang, selain Rupiah, Wajib Pajak harus terlebih

dahulu mendapatizin dari Menteri Keuangan;

b. bahwa mengingat bahasa asing dan saluan mata uang selain Rupiah yang
banyak digunakan dalam pembukuan Wajib Pajak adalah Bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar  Amerika Serikat, maka untuk  memberikan
kemudahan dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak perlu memberikan izin
untuk penggunaan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat tersebut; ~

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menctapkan Peraturan Menteri Keuangan lentang Tata Cara
Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan
Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir denpan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Keputusan Presiden Nomor 20/ P Tahun 2005;

(o8]

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERlI KEUANGAN  TENTANG TATA  CARA
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WATIB PAIAK BADAN.



MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

[

«

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sclanjutnya
disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjulnya disebut Undang-Undang
PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajuk Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000.

Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata
uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 3

Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.

e

Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal
Asing;

Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak
dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam
ketentuan  peraturan  perundang-undangan pertambangan  selain
pertambangan minyak dan gas bumi;

Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan
kelentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas
humi;

Bentuk Usaha Tetap schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) terkait;

Wajib Pajak yang mendafltarkan emisi sahamnya baik scbagian maupun
seluruhnya di bursa cfck fuar negeri;

Kontrak Investasi  Kolektif (KIK) yang menerbitkan  reksadana  dalam
denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh
Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas
Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan pasar modal; atau

Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri,
yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai
oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai
hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a
dan huruf b Undang-Undang PPh.



b

Lo

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pada awal tahun buku:

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang Dollar

00

Amcrika Scrikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari
Neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam satuan mata uang Rupiah) yang
dikonversikan ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan
menggunakan kurs:

a)

b)

d)

¢)

)

untuk harga perolehan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun menggunakan
kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut,

untuk akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi harta scbagaimana
dimaksud pada huruf a) menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada
saat perolehan harta tersebut,

untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang scbenarnya
berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan  sistem
pembukuan yang dianut yang dilakukan sccara taat asas;

apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping menggunakan nilai
historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar
Amerika Serikal dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada
saat dilakukannya revaluasi;

untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang Rupiah dari
tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada
akhir tahun buku scbelumnya, yakni kurs tengah Bank "Indoncsia,
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat
asas;

untuk modal saham dan ckuitas lainnya menggunakan kurs yang
scbenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi;

dalam hal terdapat selisih laba atau rugi scbagai akibat konversi dari satuan
mata uang Rupiah ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf ¢, huruf d), dan
huruf ¢) maka selisil laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba
ditahan.

Dalam tahun berjalan:

a.

Untuk transaksi yang dilakukan dengan saluan mata uang Dollar Amerika
Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang
bersangkutan;

Unluk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang
menggunakan satuan mata uang selain  Dollar  Amerika Scrikat,
dikonversikan ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan
menggunakan kurs yang scbenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi,
yaitu sebagai berikut:

1) apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs

yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut;

2) apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaky,
maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indoncsia yang
berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan
scecara taat asas.
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam
rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak
Kerja Sama.

[zin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak

dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling

lambal 3 (liga) bulan:

a. sebelum tahun buku yang disclengparakan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau

b. scjak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak bara untuk Bagian Tahun Pajak
atau Tahun Pajak pertama.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan
atas permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan
Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap diterima dan Kepala Kantor
Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin
untuk menyclenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris
dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikal.

Pasal 5

Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak
Kerja Sama yang scjak pendiriannya menyclenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat,
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak lerdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan scjak tanggal
pendirian.

Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak
Kerja Sama yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Scrikat, wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku
yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata
uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai.

’

Pasal 6

Bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyclenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat,
berlaku ketentuan konversi ke satuan mata uang Dollar Amerika Scrikat sebagai
berikut:
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Pasal 7

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1), ayat (2), ayat (1), dan ayat (6) Undang-Undang PPh untuk Tahun Pajak
pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris
dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Pajak
Penghasilan Pasal 25 dalam satuan mata uang Rupiah yang dikonversikan
dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku:

a. pada akhir tahun buku secbelum  dimulainya pembukuan  dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
untuk konversi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2)
Undang-Undang PPh;

b. pada saal penyampaian atau batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan  Tahunan Pajak  Penghasilan  Tahun  Pajak  scbelum
dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat untuk konversi Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh; atau

r

pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk Tahun Pajak sebelum
dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikal untuk konversi Pajak Penghasilan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang PPh dan
pada saat penctapan penghitungan besarnya angsuran pajak scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan
Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk
menyeclenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, dapat dilakukan dalam satuan mata
uang Rupiah.

Dalam hal pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam satuan mata uang Rupiah, Wajib Pajak harus mengkonversikan
pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang
Dollar Amerika Scrikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Pasal 8

Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Scrikat,
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran
berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat.

Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 dengan menggunakan satuan mata uang
Rupiah yang akan dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan yang  berlaku pada tanggal pembayaran  atau
pemotongan/pemungutan pajak tersebut.
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Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak telah memperolch izin untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin
yang dimilikinya, Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis
atau mengajukan  permohonan  pembatalan  secara  tertulis  untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Wajib Pajak yang merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan
sccara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat ke Kanlor
Pelayanan Pajak dalam hal Tahun Pajak scbapaimana tercantum dalam surat
izin belum dimulai dan pemberitahuan terscbut harus sudah diterima oleh
Kantor Pelayanan Pajak scbelum Tahun Pajak tersebut dimulai.

Wajib Pajak yang merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pembatalan secara
tertulis untuk menyclenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikal ke Kantor Pelayanan
Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sctelah tahun buku yang diselenggarakan
dengan menggunakan bahasa Ingpris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat tersebut dimulai.

Wajib Pajak Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama
yang telah memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud
dalam TPasal 5 namun Wajib Pajak tersebut akan menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang
Rupiah, wajib mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah kepada
Kepala Kantor Wilayah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata
uang Rupiah tersebut dimulai.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan
atas permohonan pembatalan  penyelenggaraan  pembukuan  dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan scjak permohonan dari Wajib
Pajak diterima secara lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan
Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dianggap diterima.
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Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
ayat (4) dikabulkan, Wajib Pajak terscbut  tidak  diperbolehkan
menyelengparakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak izin tersebut dicabut.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kemudian
bermaksud menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mala uang Dollar Amerika Scrikat lagi, Wajib Pajak harus
mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah setelah jangka
waktu 5 (lima) tahun terlampaui.

[Pasal 10

Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memperoleh izin lertulis untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat scbagaimana dimaksud dalam Pasal
4, atau Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam
rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang tidak menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tetapi tetap menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat, terhadap Wajib Pajak tersebut diperlakukan sebagai
Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP.

Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh izin  tertulis  untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
saluan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, atau Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam
rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tctapi tetap menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang
Rupiah, terhadap Wajib Pajak tersebut dicabut izin untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat olch Kepala Kantor Wilayah dan tidak dapat diberikan
izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 11

Sisa kerugjian fiskal dalam satuan mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya

yang dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak dimulainya pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Scrikat,
dikonversikan ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir tahun buku
pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi.
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Pasal 12

Waijib Pajak yang telah memperolch izin untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata vang Dollar Amerika Scrikat tersebut dalam jangka waktu
paling sedikit 5 (lima) tahun scjak diterbitkan izin atau penyampaian
pemberitahuan.

Pasal 13

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan atas izin untuk
menyclenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan syarat:

a. disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3
(tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir;

b. mengemukakan alasan  pencabutan  scsuai dengan  kondisi  yang
scbenarnya; dan

¢. permohonan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12.

(2) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan
atas permohonan pencabutan penyelenggaraan pembukuan dengan:
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata vang Dollar Amerika Serikat
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib
Pajak diterima secara lengkap.

(3) Apabila jangka waklu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tclah lewat dan
Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.

Pasal 14

Wajib Pajak yang telah dicabut izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3), wajib
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan
satuan mata uang Rupiah pada awal tahun buku berikutnya, dan lidak dapat
mengajukan  permohonan  untuk  menyelenggarakan  pembukuan  dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata vang Dollar Amerika Serikat dalam
jangka waktu 5 (Jima) tahun scjak izin terscbut dicabut.

Pasal 15

Bagi Wajib Pajak yang izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
dicabut, konversi dilakukan dengan bertitik tolak dari Neraca akhir tahun buku
diselenggarakannya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku
dengan mengacu pada peralihan pembukuan dari satuan mata uang Rupiah ke
satuan mata uvang Dollar Amerika Serikat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6
angka 1.
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Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara permohonan, pemberitahuan,
pemberian, dan pembatalan izin menyelenggarakan  pembukuan  dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 17

(1) Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini,
berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. tidak perlu mengajukan permohonan baru dan izin terscbut tetap berlaku;
dan

b. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diberlakukan
untuk Tahun Pajak yang dimulai sctelah tanggal 31 Desember 2007.

(2) Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan
permohonan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebelum
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, hak dan kewajiban Wajib Pajak
sehubungan dengan penyeclenggaraan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat berlaku Peraturan
Menteri Keuangan ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah
serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuas dengan ashinvi.
Kepala Biro Umum

u.b.
pata Bagran T.U. Departeinen ttd.
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